PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 3% TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 75 TAHUN
2017 TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL (TALENT SCOUTING)
DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Penelusuran Kader Potensial
(Talent Scouting) dan Mekanisme Pengisian Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2017;

b. bahwa beberapa ketentuan perlu diatur lebih lanjut
untuk menyempurnakan Peraturan Bupati Tegal Nomor
75 Tahun 2017,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting ) dan
Mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan

Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal,




Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
- undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana



Menetapkan

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 187);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal ( Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 131 );

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL (TALENT
SCOUTING) DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI
KABUPATEN TEGAL.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang

Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting ) dan Mekanisme Pengisian Jabatan



Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal (Berita Daerah

Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 24 dan angka 25,

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.

3. Bupati adalah Bupati Tegal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya
disebut BKD adalah BKD Kabupaten Tegal.

7. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang
lebih tinggi.

8. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan
lain yang setara sesuai dengan jenjang jabatan.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

12. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai ASN yang
bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung
jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat

pelaksana.




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung
jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan,umur, atau kondisi kecacatan.
Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting) adalah sistem seleksi
secara terbuka untuk mendapatkan PNS terbaik sebagai Kader Potensial.
Kelompok Kader Potensial (Talent Pool) adalah kelompok PNS potensial
hasil dari Penelusuran Kader Potensial (Talent Scouting) sebagai
kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, memiliki minat untuk
mengisi jabatan, serta terlibat secara berkelanjutan dalam meniti karier
sebagai ASN.

Uji Kompetensi adalah prosedur yang distandarisasikan untuk
mengukur kemampuan kompetensi pegawai.

Kompetensi  Teknis adalah  pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam
hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika,
nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap
pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan Jabatan.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
SIMPEG adalah suatu sistem yang terpadu terdiri atas perangkat
pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat
lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta

perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan



saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi dibidang
kepegawaian.

24. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris
Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan
Administrasi.

25. Tim Penilai Kompetensi Pegawai adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati
Tegal yang bertugas mengukur kemampuan kompetensi pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

26. Assessor adalah Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, Calon
Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Assessor Independen.

27. Portofolio adalah laporan yang mendeskripsikan bakat, minat, kapasitas

individu, dan pencapaian prestasi kerja seorang PNS.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Pelaksana Talent Scouting dalam Jabatan Administrator dan Jabatan

Pengawas terdiri dari :
a. Tim Pengarah;
b. Tim Penilai Kompetensi Pegawai.

(2) Guna membantu Pelaksana Talent Scouting sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk Sekretariat Pelaksana Talent Scouting.

(3) Pelaksana Talent Scouting dan Sekretariat Pelaksana Talent Scouting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(4) Tim Penilai Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan Tim yang beranggotakan Assessor.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
terdiri dari :
a. Bupati selaku Penasehat;

b. Sekretarari Daerah selaku Penanggungjawab;



c. Kepala BKD selaku Ketua;
d. Inspektur selaku anggota.

(2) Tugas Tim Pengarah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah
memberikan arahan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
seluruh tahapan pra seleksi dan tahapan pelaksanaan Talent Scouting
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tegal.

(3) Tim Penilai Kompetensi Pegawai sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
adalah melaksanakan penilaian kompetensi menejerial, teknis dan /atau
sosial kultural dalam tahapan seleksi Talent Scouting Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas diLingkungan Pemerintah Kabupaten
Tegal.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Me& wul

BUBATI TEGAIZ

UMI AZIZAH

\J

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 (\e\ voul

SEKRETARIS D RAHKAfUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR




